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ABSTRAK 
 

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara 
yang diberikan wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujun untuk 
mengakhiri dan menyelsaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, setelah Hakim 
mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap 
perkara selesai, kemudian di jatuhkan putusan dengan berpedoman pasal 183 dan 197 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang di jadikan sebagai salah satu dasar 
untuk menjatuhkan putusan, dan di dalam  menjatuhkan putusan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan 
Undang-undang No 3 tahun 1997, dengan adanya ini penulis melakukan penelitian 
kepustakaan dan juga secara langsung melihat di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa 
putusan Hakim yang dijatuhkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
sangat banyak dan sebagian besar melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, 
untuk mengetahui sejauh mana seorang hakim memutuskan perkara tindak pidana 
pencurian terhadap tersangka anak  pada  putusan Nomor 451/Pid-Sus/2012/PN 
Sleman dengan terdakwa Rusdi Yuwono bin Tukidi apakah di dalam proses untuk 
memutuskan perkara tersebut berpedoman pada aspek formil dam materiil yaitu pasal 
183 dan 197 serta peraturan UU No.23 Tahun 2002 atau malah menyimpang dari apa 
yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (library 
research) yakni dengan menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama, artinya data 
dikumpulkan dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, salinan 
putusan dan  kitab perundang-undangan dengan masalah yang dikaji. Penelitian yang 
digunakan berupa penelitian deskriptif-analistik yakni analisa data memaparkan 
semua data yang kemudian di analisa dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan. 

Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan dengan melihat terpenuhi 
semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan 
tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dimana berdasarkan 
minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan bagi terdakwa serta di dalam aspek formil dan materiilnya  terhadap Putusan 
Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman pelaksanaan sidang kasus terdakwa Rusdi 
Yuwono bin Tukidi Hadi Yuwono dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, hal  ini yang 
mendorong hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa sehingga dapat akibat 
dari putusan hukum bagi terdakwa agar tidak merebut kemerdekaan serta hak-hak 
yang dimiliki terdakwa sebagai anak-anak 
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MOTTO 

 

� Mengutamakan Keadilan sebagai tombak 
dalam kehidupan 
  

� Ilmu laksana cahaya sebagai penerang 
jalan  kehidupan untuk menggapai ridho 
Illahi Rabbi. 
 

� Jadilah Ahli Hukum yang Bertaqwa 
Kepada Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap anak merupakan bagian dari generasi muda yang mempunyai 

sumber daya manusia yang sangat berpotensi dan sebagai penerus cita-cita 

perjuangan bangsa yang memiliki peranan setrategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus, memerlukan pembinanaan fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan 

seimbang.1 Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka di 

perlukan pembinaan secara berkesinambungan demi kelangsungan hidup terutama 

sikap mental dan perilaku yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa 

depan. 

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut di 

hadapkan permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang di 

jumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat 

anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial 

dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal 

tidak memperoleh perhatian memadai tersebut, maka di sengaja maupun tidak di 

sengaja sering juga anak melakukan tindak atau perilaku yang dapat merugikan 

dirinya dan atau masyarakat. 

 

                                                           
1 Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT Citra Bakti 1998), hlm. 2. 
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Perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum dapat terjadi 

karena terpengaruh oleh dampak negatif pembangunan, kemajuan dunia yang 

begitu cepat, arus globalisasi dan informasi di bidang komunikasi, perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang teknologi, serta  pengaruh lingkungan dan gaya hidup 

yang membawa perubahan sosial yang mendasar di kehidupan masyarakat dan 

gaya hidup dalam keluarga yang kesemuanya ini telah membawa perubahan sosial 

yang mendasar dalam kehidupan di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap 

nilai dan perilau anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua 

karena kesibukanya sehingga mereka melalaikan tanggungjawab sebagai orangtua 

dapat berakibat anak menjadi frustasi dan mudah terseret pada arus pergaulan 

yang kurang sehat. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan 

kepribadianya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir kealam yang dinamakan 

kejahatan2. Oleh karena itu penyelesaian tersebut benar-benar dilakukan untuk 

kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat  tanpa mengabaikan 

terlaksananya hukum dan keadilan. 

Dalam melaksanakan hukum dan keadilan juga harus mengetahui adanya 

peningkatan kualitas maupun kuantitas pelanggaran hukum, dan terhadap 

ketentuan Undang-Undang oleh pelaku anak atau dengan perkataan lain  telah 

terjadi peningkatan kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal, hal ini 

mendorong pemikiran untuk memberi perhatian akan penanggulanganya, 

                                                           
2 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ctk kedua, (Jakarta : Presindo 

Akademika,1989), hlm 11-12. http:// Wikipedia. Com. Masalah terkait perlindungan anak 
Indonesia./ Acces at 22.05/26 Maret 2013  
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khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta peradilan anak harus dipenuhi 

agar anak tidak merasa dirugikan.3 

Diperlukan perlakuan yang khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. 

Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak harus berbeda dengan 

cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih 

membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta 

mengembangkan hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan anak merupakan segala 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak 

tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus 

dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang 

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan 

kepribadian anak yang bersangkutan.  

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

deskriminasi.4  

                                                           
3 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia, ctk 

pertama, (Jakarta : Dinar Grafka,1993), hlm. 2 
4 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Hal tersebut di dukung dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan perlindungan 

anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hah-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera5. 

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 

penyelenggara perlindungan anak adalah pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua. 

Dalam Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN.Sleman dengan terdakwa Rusdi 

Yuwono telah melakukan tindak pidana pencurian yang menyababkan kerugian 

bagi korban  1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Shogun, sehingga dalam 

putusan tersebut terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dipotong 

masa tahanan, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang melanggar pasal 

363 ayat (1) ke-4 KUHP. 

Adapun perkara ini kasusnya berawal pada bulan Agustus 2012 sesuai 

dengan data yang telah diserahkan kepada polisi, terjadi kasus pencurian pada hari 

Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wib  bertempat di Dealer 

Riyan Maju Motor bertempat di Jalan Magelang Km.12 Wadas Kec.Tridadi 

Kab.Sleman, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Sleman terdakwa Rusdi Yuwono telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) 

                                                           
5  Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
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unit sepeda motor R2 Suzuki Shogun FD 125 XSD No.Pol.AB-3110-AQ warna 

biru hitam tahun 2005 harga ditaksir sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus 

ribu rupiah) yang seluruhya atau sebagian milik Apnan An, SE, dengan maksud 

untuk di  miliki secara melawan hukum. 

Dalam penjatuhan hukuman  yang mana terdakwa adalah anak di bawah 

umur, hakim harus berpedoman dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Pidana. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal 

menurut Pasal 27 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu 

paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan orang 

dewasa. 

Praktek yang terjadi selama ini hakim memutuskan perkara adalah 

cenderung merasa puas jika mampu menyikap dan memutuskan suatu perkara 

sebagai tindak pidana dengan bukti dari polisi yang hanya dapat keterangan dari 

pengakuan tersangka. Demi mendapatkan pengakuan inilah hakim jarang 

melakukan penganalisaan terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut 

umum,  hakim mendengarkan dakwaan kemudian memutuskan perkara tersebut 

yang masih kurang memperhatikan hak-hak tersangka. 

Bahwa maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah  

Pengadilan Negeri Sleman dan telah melakukan observasi secara langsung di 

wilayah tersebut, ternyata banyak sekali kasus-kasus anak yang disidangkan di 

Pengadilan tersebut, mayoritas masih berpendidikan di Sekolah Menengah 
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Pertama (SMP) dan setelah melihat berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh 

anak melalui data yang diberikan dari Pengadilan, yang terbanyak adalah tindak 

pidana pencurian sesuai dengan Pasal 363 KUHP, di samping tindak pidana lainya 

seperti Pencabulan, Pemerkosaan dan Narkotika, dalam hal ini penulis meneliti 

tentang Ananalisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap 

Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN. Slmn dengan terdakwa Rusdi Yuwono Bin 

Tukidi Hadi Yuwono, yakni sejauh mana untuk mengetahui bagaimana seorang 

hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian terhadap tersangka anak, 

apakah di dalam proses untuk memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan 

peraturan UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.3 Tahun 1997 serta dalam Aspek 

Formil dan Materiilnya yang ada pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau 

malah menyimpang dari apa yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk 

memutuskan pekara. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, tidak hanya garis besar, 

namun secara jelas sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar dari hakim untuk 

memutuskan perkara terhadap tersangka anak dibawah umur melalui penulisan 

yang berjudul: “Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil 

Tehadap Putusan No:451/Pid-Sus/2012/PN Slmn. Di Pengadilan Negeri 

Sleman”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak di dalam 

Putusan No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman ? 

2. Bagaimana aspek formil dan materiil terhadap Putusan Hakim No : 

451/Pid-Sus/2012/PN Sleman ? 

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas maka dari 

penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka 

anak di dalam Putusan No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman. 

b. Menjelaskan tentang aspek formil dan materiil terhadap Putusan 

Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

hukum pada khususnya, serta bagi rujukan pada penelitian 

selanjutnya. 
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b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan bahan masukan 

yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan 

penambah prasarana untuk lebih memperhatikan tentang hakim 

memberikan keputusan terhadap tersangka anak dalam rangka 

upaya perlindungan hak-hak yang harus didapatkanya, sedangkan 

bagi pemerintah dapat memberikan masukan bahwa di dalam 

perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan pengadilan 

anak, hal ini mengandung maksud bahwa penguasa (Negara) harus 

bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan 

anak yang melakukan kejahatan bukanya dipidana melainkan harus 

diberi bantuan. 

D.Telaah Pustaka 

Dalam sehari-hari sering dijumpai kasus tentang pencurian yang dilakukan 

oleh anak dan disidangkan dalam Pengadilan Negeri. Dalam menjatuhkan putusan 

hakim harus lebih selektif dan tidak salah memberikan hukuman karena hakim 

harus berpedoman Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hukum 

Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak. Karena hal tersebut banyak masyarakat yang meneliti tentang perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau kenakalan remaja. Skripsi Kodar 

Nifah (2104142), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN. Kendal, Tentang Tindak 
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Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”6. Skripsi ini mengkaji tentang 

Putusan No. 76/Pid B/2008/PN. Kendal, seseorang telah melakukan tindak pidana 

pencurian dengan keadaan memberatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban 

sebuah sepeda motor Yamaha Vega R 1 unit, sehingga dalam putusan tersebut 

terdakwa di hukum selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara dipotong 

masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah melanggar 

pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. 

Wagiati Sutedjo juga pernah mengadakan penelitian serupa, yang ter-cover 

dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak.7 Ia menyatakan perlunya 

studi hukum pidana anak karena realita pembuktian konteks kriminal yang 

dilakukan anak di bawah umur kian meningkat seperti copet atau pencurian. 

Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan 

hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap 

anak pelaku pidana harus memperhatikan keberadaan sebagai pelaku kriminal 

yang memiliki perilaku berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Sehingga 

akan diketahui ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur mengenai 

penjatuhan sanksinya. 

Selain tersebut di atas, penulis menemukan sebuah karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang disusun oleh Nopiyani Fajriyah yang berjudul: Penjatuhan 

Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif 

                                                           
6 Kodar Nifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 

76/Pid. B/2008/PN. Kendal. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
7  Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 61. 
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Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia).8 Di dalam skripsi tersebut 

dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan 

terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai dengan Undang-

undang, yakni Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 1995 dan Undang-undang 

No.3 Tahun 1997. 

Selain tersebut di atas dalam skripsi yang disusun oleh Badruzzaman yang 

berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi 

Anak Nakal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.9 

Yang menjelaskan tentang tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak 

nakal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam 

hukum islam ditinjau dari pendekatan normatif. 

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini 

berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang telah ada. Sebab dalam 

skripsi ini lebih condong kepada putusan hakim dalam perkara tindak pidana 

pencurian oleh tersangka anak. Sehingga penulisan skripsi ini sangat terkait 

dengan  pertimbangan putusan hakim serta aspek formil dan materiil dalam 

Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN. Slmn. 

 

 

                                                           
8 Nopiyanti Fajriyah, Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah 

Umur (Studi Komoparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia). 
9  Badruzzaman, TinjauannHukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi 

Anak Nakal Dalam U U No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Skripsi tidak diterbitkan, 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003) 
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E. Kerangka Teoritik  

 Tersangka dan Terdakwa merupakan sebutan atau status bagi tindak 

pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan, dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP 

mengartikan tersangka yakni : "Seseorang yang karena perbuatanya atau 

keadaanya berdasarkan alat bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku 

pidana’’.10 

Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tiga pembagian 

antara lain : mencari kebenaran sejati, pemberian keputusan hakim, melaksanakan 

keputusan. Dalam ketiga tujuan tersebut yang paling penting karena menjadi 

tumpuan kedua tujuan berikutnya, adalah mencari alat bukti dan bahan bukti 

itulah hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat)  yang 

dilaksanakan oleh Jaksa.11 

Dalam hal ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga sistem pemeriksaan 

yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan hukuman. Dalam sistem 

permulaan atau pendahuluan, terdapat asas Inkwisitor  yaitu tersangka hanyalah 

merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa dan segala 

tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk umum.12 

Dalam pasal 183  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di sebutkan 

bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

                                                           
10 A.Hamzah Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP HIR dan komenter (Jakarta : 

Grafika,1985). hlm. 5 
11 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua,ctk.3 (Jakarta : Sinar 

Grafika,2009),hlm 8-9 
12 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonseia (Jakarta: Balai 

Pustaka,1986).hlm.334-335. 
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dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukanya. 

Dan di dalam Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

terdapat bagian sebagai  berikut yang (pertama). surat putusan pemidanaan, yaitu: 

: (a). kepala putusan ditulisakan berbunyi: Demi Keadilan Bedasarkan Tuhan yang 

Mahasa Esa, (b). nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, (c). dakwaan 

sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, (d). pertimbangan yang disusun 

secara ringkas mengenai fakta dan keadaan besrta alat pembuktian yang diperoleh 

dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (e). 

tuntutan pidana, sebagaimana terdapat tuntutan, (f). pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa, (g). hari dan tanggal diadakanya 

musyawaah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tuggal, 

pernyataan kesalahan terdakwa,  (h). pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dn pemidanaan atau 

tindakan yang dijatuhkan, (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 

dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, 

(j). keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu, (h). perintah 

supaya tedakwa ditahan atau tetap dalam tahana atau dibebaskan, (i). hari tanggal 
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putusan, nama penuntut umum, nama hakim, nama panitera,(kedua) tidak 

terpenuhinya ketentuan dalam ayat petama huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i pasal ini 

mengakibatkan putusan batal demi hukum.13 

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian dalam hukum 

positif dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan 

Anak.14 Demikian juga dalam KUHP15 yang juga membahas eksistensi penjatuhan 

sanksi terhadap anak sebagai tindak pidana pencurian. Undang-Undang No. 12 

Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan16, memaparkan mengenai batasan usia 

anak, hak-hak narapidana dan proses pemidanaan dalam LAPAS (Lembaga 

Pemasyarakatan) anak yang memberikan pembinaan dan pendidikan bagi 

narapidana. 

Di dalam Pasal 16 ayat 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

khusus anak yang behadapan dengan hukum adalah : Setiap anak berhak 

memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan 

hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa 

penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 

akhir. 

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi dalam hukum positif, maka 

ditetapkan batasan usia anak yang dapat dipidana, walaupun pada dasarnya 

                                                           
13  Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
14  Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak 
15  Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara. 1996) 
16  Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. 
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batasan usia yang dapat dikategorikan anak itu beragam, namun khusus mengenai 

batas usia pemidanaan anak ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu: 

1. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 

sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 

belum pernah kawin. 

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak 

bersangkutan melampaui batas umur tesebut tetapi belum mencapai umur 

21 tahun, tetap diajukan ke sidang pengadilan. 

Hal ini juga perlu diperhatikan dalam menyelesaikan perkara yang 

berhubungan dengan anak adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil 

penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan 

mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkuatan. Dengan 

adanya laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang 

tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang 

bersangkutan. Putusan hakim juga mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya. 

Dengan demikian hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil bisa 

menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa 

depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung 

jawab bagi kehidupan keluarga dan Negara. 
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Lebih rinci Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang 

berjudul: Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,17 menegaskan sehubungan dengan 

masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah tentu harus 

dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang 

tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau 

berorientasi pada tujuan itu, dapat ditetapkan, sarana atau tindakan apa yang akan 

digunakan dalam pemidanaanya. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang 

telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. 

Perumusan tujuan dalam pidana anak kemudian akan melahirkan 

kebijakan mengenai penetapan jenis dan bentuk pidana secara sistematis, sesuai 

dengan kondisi pelaku pidana yang dalam hal ini adalah anak. Secara teoritik, 

setiap pemidanaan harus di dasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan 

individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau 

dengan pelaku tindak pidana. 

F. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk mendapatkan data, penyusun  menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut : 

 

 

                                                           
17  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: 

Alumni, 2005), hlm. 54. 
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1. Jenis penelitian 

Mengacu pada prinsip rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kepustakaan (library research)18 yaitu dengan menjadikan 

bahan pustaka sebagai bahan utama, artinya data dikumpulkan dari 

kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, kitab 

perundang-undangan dengan masalah yang dikaji. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analistik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data 

yang ada dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan 

masalah peranan hakim dalam menagani dan memutuskan tindak 

pidana yang dilakukan anak dibawah umur.19 

3. Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dilakukan 

dengan melihat undang-undang yang berlaku di Indonesia dan studi 

kasus yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengambilan data 

dilakukan dengan cara survai, observasi, wawancara pada pihak terkait 

dan dokumentasi data yang telah ada. 

 

 

                                                           
18  Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed), Metodelogi Penelitian Agama: Sebuah 

Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm 2 
19 Masdalis, Metode Penelitian : suatu pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi 

Aksara.1999), hlm.26 
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4. Sumber Data 

a. Sumber data primer: : sumber data menjadi acuan pokok dalam 

penelitian ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan salinan 

putusan serta data-data lain yang membahas tentang penilitian ini. 

 

a. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari : sumber data 

pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber 

yang masih berhubungan dengan penelitian ini yaitu: 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

b) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana 

c) Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang 

Peradilan Anak 

d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkrit penyusun 

mengadakan penelitian pada instansi-instansi tertentu yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu : Di Pengadilan 

Negeri Sleman 
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6. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data ini dengan menggunakan deduksi yaitu 

mengolah data yang di dapat dari sumber primer dan sekunder dengan 

analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-

hal yang khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat 

dipahami secara integral dan terarah, penyusun mengunakan sistematika yang 

diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal 

yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah 

dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh 

beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakanya penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Selanjutnya pada Bab kedua, mengenai tinjauan tentang tindak pidana 

pencurian yang memaparkan pengertian dan unsur tindak pidana, tinjauan umum 

terhadap tindak pidana pencurian, tinjauan umum terhadap tindak pidana 

pencurian, tinjauan umum terhadap anak,  

Kemudian dalam Bab ketiga, tentang  hukum narapidana anak di 

Indonesia, mencakup perlindungan hukum anak secara umum di Indonesia dan 

perlindungan hukum terpidana anak di Indonesia. 



19 

 

 Bab keempat, analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak pada No. Putusan : 

451/Pid-Sus/2012/PN Sleman dan Menjelaskan tentang aspek formil dan 

materiil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman 

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir berupa penutup yang berisi tentang 

kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis 

pada bab sebelumnya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam 

Putusan Nomor: 451/Pid/Sus/2012/PNSleman  yakni dengan melihat 

terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam 

bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 

KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah 

keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan bagi terdakwa.  

2. Hasil analisa data di dalam aspek formil dan materiil terhadap Putusan 

Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman pelaksanaan sidang kasus 

terdakwa Rusdi Yuwono bin Tukidi Hadi Yuwono dengan UU No 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 197 Undang-undang 

No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu: bagian (pertama) 

terdapat pertama surat putusan pemidanaan, meliputi: (a). kepala 

putusan ditulisakan berbunyi: Demi Keadilan Bedasarkan Tuhan yang 

Mahasa Esa, (b). nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, 

(c). dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, (d). 
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pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

besrta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (e). tuntutan pidana, 

sebagaimana terdapat tuntutan, (f). pasal peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 

keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa, (g). hari dan 

tanggal diadakanya musyawaah majelis Hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh Hakim tuggal, pernyataan kesalahan terdakwa,  (h). 

pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 

disertai dengan kualifikasinya dn pemidanaan atau tindakan yang 

dijatuhkan, (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang 

bukti, (j). keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 

keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik 

dianggap palsu, (h). perintah supaya tedakwa ditahan atau tetap dalam 

tahana atau dibebaskan, (i). hari tanggal putusan, nama penuntut umum, 

nama hakim, nama panitera,( kedua) tidak terpenuhinya ketentuan 

dalam ayat petama huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i pasal ini mengakibatkan 

putusan batal demi hukum, dalam pelaksanaan Putusan No. 451/Pid-

Sus/2012/PN. Slmn. sudah memenuhi unsur ini, dan diketahui bahwa 

hakim telah mempertimbangkan pelaksanaan Undang-undang tersebut 

dalam jatuhnya putusan dimana hakim menggunakan pertimbangan 
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terdakwa masih anak-anak sehingga membutuhkan pembinaan, kasih 

sayang serta masih perlu melanjutkan pendidikanya. Di sisi lain hakim 

juga berupaya memenuhi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak karena dapat menjadi bahan bagi  terdakwa untuk 

melakukan banding. Hal inilah yang mendorong hakim untuk 

menjatuhkan putusan bagi terdakwa sehingga dapat akibat dari putusan 

hukum bagi terdakwa agar tidak merebut kemerdekaan serta hak-hak 

yang dimiliki terdakwa sebagai anak-anak. 

B. Saran  

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan 

kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah 

tanggung jawab bersama. Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya 

memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, 

sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang 

kriminal. 

2. Diharapkan perlunya pemberian pemahaman kepada anak, sebagai 

pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal 

perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya 

pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai 

pelaku tindak pidana anak. 

 

 



81 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A.Buku-buku 

Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, ctk kedua, Jakarta: Presindo                             
Akademika,1989. 

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua,ctk.3 Jakarta : Sinar 
Grafika,2009. 

 
Abdullah Taufiq dan Rusli Karo M., (ed.),Metodologi Penelitian Agama: Sebuah 

Pengantar, Yogyakarta : Tiara Wacana,1989. 
 
Andi Zainal Abidin Farid, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Bandung:        

Alumni, 1987. 
  
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I ,  Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001. 
 
Badruzzaman, “Tinjauann Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian 

Sanksi Anak Nakal Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Anak”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003) 

 
Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesi, Bandung PT. 

Refika Aditama, 2006. 
 
Wahyono Agung dan Rahayu Siti, Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia, 

ctk pertama, Jakarta: Dinar Grafka,1993. 

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Jakarta: PT Raja Grafindo   
Persada, 2004. 

 
Hamzah A. Dahlan Irdan, Perbandingan KUHAP HIR dan komenter, Jakarta: 

Grafika,1985. 
 
Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonseia, Jakarta: Balai 

Pustaka ,1986. 
 
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan     
 Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008 
 
Masdalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi 

Aksara.1999. 
 



82 

 

Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2003. 

 
CFG Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, 
  Bandung, Alumni. 1991 
 
Supramono Gatot , Hukum Acara Pengadilan Anak  Jakarta: Penerbit Djambatan, 

2007. 
 
Marpaung, Leden, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 

2005. 
 
R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor : Politea, 1995. 
 
Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992. 
 
Prakoso, Djoko, Hukum Penitensier di Indonesia , Jakarta : Liberty, 1988. 
 
Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006. 

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1986. 

Lamintang, P.A.F, Delik Delik Khusus ,Bandung: Bina Cipta, 1984 
 
Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press,2002 
 
WEBSITE 

 
http:// Wikipedia. Com. Masalah terkait perlindungan anak Indonesia./ Acces at    

22.05/26 Maret 2013 
 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 

Undang-Undang  No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang No 23 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 



83 

 

 Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Kepada Ibu Hakim Erna Indrawati, SH 

1. Apa sajakah pertimbangan yang dimiliki Ibu Hakim ketika 

menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas nama 

Rusdi Yuwono? 

2. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan meringankan bagi terdakwa 

yang dimiliki Ibu Hakim ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan 

pencurian anak atas nama Rusdi Yuwono? 

3. Apakah Ibu Hakim menggunakan pertimbangan sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas 

nama Rusdi Yuwono? 

4. Apakah menurut Ibu Hakim bahwa proses penerapan sudah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak 

atas nama Rusdi Yuwono? 

5. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah 

memenuhi prinsip “hak hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan”? 

6. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah 

memenuhi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”? 

7. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah 

memenuhi prinsip “prinsip penghargaan terhadap pendapat anak”? 

8. Apakah Ibu Hakim menggunakan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) 

anak sebagai pertimbangan dan dasar putusannya ? 
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